BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan menempati peran strategis dalam
pembangunan Nasional. Hal ini tercantum dalam amanat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah menyelenggarakan
Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketagqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan Nasional tersebut harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan menghadapi tantangan
perubahan lokal, nasional dan global.

Perkembangan keilmuan, paradigma kependidikan dan perubahan
tatanan kepemerintahan turut berpengaruh pada perkembangan pengelolaan
pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah
perkembangan yang berdampak sangat besar pada perencanaan pendidikan di
tingkat kabupaten/kota. Perkembangan pertama, adalah diundangkannya
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang
mensyaratkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Perkembangan kedua,
dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah akan berdampak terhadap pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pendidikan menengah yang semula menjadi
urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan
pemerintah daerah provinsi. Disamping itu juga terdapat perubahan OPD di
masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016
tersebut. Ada OPD yang digabung dan ada pula OPD yang dipisah. Sementara
itu Dinas Pendidikan tidak terlepas dari perubahan organisasi perangkat daerah
yang diamanatkan dalam PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sehingga nomenklatur Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2016.



Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2019, maka Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan urusan yang diembannya
berganti nama OPD menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut
sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat.
Tentunya suatu rencana strategis OPD harus mampu mengantisipasi dan
memprediksi berbagai perubahan lingkungan strategis. Perencanaan strategis
adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan
pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi,
sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan
dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan sektor pendidikan
memiliki banyak variabel dan masing-masing variabel sangat kompleks dan
rumit sifatnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pendidikan memerlukan
perencanaan yang mendekati benar, harus sangat rinci, teliti, kritis, dan
strategis. Untuk itulah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang menyusun suatu
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Padang Panjang (yang selanjutnya disebut Renstra-OPD)
untuk mewujudkan visi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 sesuai dengan
Visi dan Misi Walikota terpilih seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
Panjang disusun untuk menjawab pertanyaan; (1) kemana pelayanan OPD akan
diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 4 (empat)
tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah

strategis apa yang perlu dilakukan oleh OPD agar tujuan tercapai.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 962);

Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan



Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);

10.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2009 Nomor 11 Seri E.6);

11.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-
2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

12.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota
Padang Panjang Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 A Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang
Panjang Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah :
1. sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
2. menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan

prioritas



3. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan
sebagai realisasi tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tahun
2020-2023; dan

4. sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Padang Panjang ini adalah untuk menggambarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Padang Panjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi kota sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sasaran dari
penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
adalah terwujudnya produk perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pedoman dalam melaksanakan

program dan kegiatan Tahun 2020-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 8 bab dengan rincian
Bab I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah;
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih;
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;



3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang struktur organisasinya

adalah sebagai berikut:

1.
2.

Kepala Dinas
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Bidang Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
c. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
Bidang pembinaan Pendidikan dasar, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Penilaian, dan Kelembagaan;
b. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan
c. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan
Pendidikan dasar.
Bidang Sarana dan Prasarana pendidikan terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD, TK dan SD;
b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, kebudayaan dan
Pendidikan Non Formal; dan

c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

6. UPTD; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. KEPALA DINAS
Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun
2019, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
mempunyai tugas membantu walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas
Pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
dan kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

2. SEKRETARIAT
Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Kota Padang Panjang No 66
Tahun 2019 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas
Pendidikan dan kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ini,
sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum kepegawaian umum,
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
C. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta
kehumasan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.



1)

2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti
melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi,
penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,
peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan
administrasi, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian,
organisasi, tata laksana dan kehumasan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas menyelenggarakan program keuangan dan perencanaan dalam arti
melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan
verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan
perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program,
mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-
masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan

laporan.

3. BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

2019,

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 tahun

Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan dan pengembangan

kebudayaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Untuk menyelenggarakan, tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal mempunyai fungsi :

a.

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan

kebudayaan,;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan

anak usia dini;



penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan
pendidikan non formal; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal terdiri dari:

a.

4.

Seksi Pengembangan Kebudayaan;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan serta mengawasi pelaksanaan di bidang pengembangan

kebudayaan.

. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membina

dan melaporkan kegiatan pendidikan anak usia dini.

. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.

mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan pembinaan serta memfasilitasi pendidikan non formal.

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 66 tahun

2019, Bidang Pembinaan Pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pembinaan dan

Pengembangan Kurikulum, Kelembagaan, peserta didik, pengembangan

karakter, pembinaan pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan

dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang pembinaan Pendidikan Dasar

mempunyai fungsi :

a.

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan
kurikulum, penilaian dan kelembagaan;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan
peserta didik dan pengembangan karakter;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan

pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan dasar;
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan;
mempunyai tugas menyiapkan rencana Kkegiatan, melaksanakan
pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan dari satuan
pendidikan.

b.  Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan peserta didik dan
pengembangan karakter.

C. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan
Pendidikan Dasar;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan Pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan dan

pendataan Pendidikan dasar.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Walikota Padang Panjang No 66.
Tahun 2019, Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan
tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kegiatan teknis dan
melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan
sarana dan prasarana PAUD, TK dan SD;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan
sarana dan prasarana SMP, kebudayaan, dan Pendidikan Non Formal;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; dan
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d.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

a.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD, TK dan SD;

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas dalam bidang pembangunan sarana dan
Prasarana PAUD, TK, dan SD.

Seksi Sarana dan Prasarana SMP, Kebudayaan dan Pendidikan Non Formal;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan tugas dalam bidang pembangunan sarana dan
prasarana SMP, kebudayaan, dan Pendidikan Non Formal.

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanakan tugas dalam bidang rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana PAUD, TK, SD, SMP, Kebudayaan dan Pendidikan Non

Formal.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan

Walikota Padang Panjang No. 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kota Padang Panjang adalah:

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal, terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;

b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan

c. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
Bidang Pembinaan Pendidikan dasar, terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Kurikulum;

b. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan
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c. Seksi Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pendataan
Pendidikan dasar.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan sarana dan prasarana PAUD, TK, dan SD;
b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP, Kebudayaan dan
Pendidikan Nonformal;

c. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
Sebagai gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Padang Panjang menurut golongan, latar belakang,

pendidikan formal dan Diklat yang diikuti sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Keadaan Januari

2020)

NO STATUS PEGAWAI LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
1 PNS 22 24 46
2 Non PNS 11 9 20
JUMLAH 33 33 66

2. Pendidikan Formal dan Diklat

NO | PENDIDIKAN FORMAL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN JTZ/Z“H
1 |S2 = 3 =
2 [s1 2 E -
3 | SARJANA MUDA 1 ) z
4 |sLTA 9 3 oS
5 |SLTP 5 5 5
JUMLAH 33 3 5
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NO DIKLAT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAR
(Org)
1 |PIMII 1 0 1
2 | PIM III 2 1 3
3 |PIMIV 6 0 6
4 | ADUM 0 1 1
JUMLAH 9 2 11
3. Pegawai berdasarkan Pangkat :
NO Pangkat/Gol Ruang Laki-laki Perempuan | JUMLAH (Org)
1 | Pembina Tk. I, IV/b 4 2 6
2 | Pembina, IV/a 4 2 6
3 | Penata Tk.I, III/d 7 4 11
4 | Penata, III/c 4 3 7
S | Penata Muda Tk. I, III/b 0 3 3
6 | Penata Muda, , IlI/a 2 5 7
7 | Pengatur Tk. I, II/d 1 1 2
8 | Pengatur, II/c 0 4 4
JUMLAH 22 24 46
4. Sarana dan Prasarana
NO JENIS BARANG JUMLAH
1 | Gedung Kantor 3 Unit
2 | Mobil 4 Unit
3 | Sepeda Motor 13 Unit
4 | Mesin Tik 2 bh
5 | Filing Kabinet 3 Unit
6 | Brand Kas 1 unit
7 | Meja Biro 7 bh
8 | Meja 2 Biro 47 bh
9 | Kursi Putar Sedang 54 bh
10 | Kursi Tamu 9 Set




11 | Telepon 2 bh
12 | Faximile 1 bh
13 | Komputer PC 22 Unit
14 | Lap Top 7 unit
15 | Infocus 3 bh
17 | Meja, Kursi Rapat 22 unit
18 | Wire Less 1 unit
19 | Lemari 17 unit
20 | Printer 21 bh
21 | Camera 1 bh
22 | Scanner 4 bh

Sumber : Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang pada rencana strategis lima tahun sebelumnya terlihat

pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PADANG PANJANG
[ T T ] [ T T ] [ T T ]
o | Tdtoc s s g | Tt | Tuget T | orget Renstr Peranghat Doerah Tohun k- Realisasi capsantabu k- Rasio Capeian pada fabun k-
fomgsi peranglat daeraly NSPR | KK | .
lainnya
1] 23] ¢« 5| 1] 2] 3] ¢][5 ]| 1]a]ale]s
1 angka melek hurf 950 90306 | 99,40% | 9940% | 9.40% | 99,50% | 9929% | 90,30% | 9046% | 9,46% | 99.46% | S0.99% | 9991% | 10006% | 10006%) 9996
2 |APK SD/MI/SDLB/Paket A 10800% 108% | 108,49%)| 11898%| 119,47%| 108.00% | 120,87% | 1584%| 119,145 117,440 19,15%| 102,42%) 113,800 10013% | 98:30% | 110,32%
3 AP SD/M/SDLB/Paet A 9% 110% | 112886  11576%) 11860%| 55% | 110,41%| 12400%} 10840% | 12075%| 10505%| 10037%| 10385% | %,64% | 0L81%) 11058%
4 |APKSIPATS/SIPLB] PeketB 101% 13,17%| 13L62%| 13,07% | 15500 | 100% | 13797%| 13854%| 18840% | 154:87% | 171,47% | 105,18%) 105,8%| 14265%  116,87%) 169,77%
5 |APMSIP/MTSN/SVPLB Paket B 8% Q4636 | 55.47% | 9631% | 1% | &% | 10699% | 106.99% | 21025% | 15422% | 19046%) 1130%| 112,0%| 21831% | 1587458 159,12%
6 APK SHAJSVKMA/SHA LB Peet C 105% 035,TT% | 736,36| 23687%| 5747 | 105% |47, | 246,14%) 14841%| 22939 | 224,25 105,076 | 10416%) 6265% | 9660% | 21421%
Persentase Kualifikasi untuk Pendidik|

% 4506 | SS60% | LA | TLO0| W% | 60006 | 0% | 1006 | E00%| 876 | 133S3%| L825%| 16026%| 10674%) 10000%

% Wb | S | @ | 406 | W% |GR7%| % | S | M | §M | 2020%|21570%| 2000k 1813%) 174006

1006 93606 | 9520% | 9680 | B40% | 100% | 8528%( 10285% 10L25%) $,26% | S020%) SLI% | 1080 104,60% | 9071% | 9021%

100% 6% | T6% | 8% | OB | 1% | 6% | 8% | 8% | 8% | 10M% | 10000%| L1LS%| IOL1% 923% | 10000%

' Pla s e e o] v || o 1| oo soom| nm| oom |20

Numlah Kerjasema dengan

Ul it 5 Ve | s | e s |« | & v | o |wooomomom mam oo oom

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf
Pada Usia 7 Tahun Ke Atas dengan 1 (satu) indikator kinerja utama,
memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan
predikat baik. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya angka
melek huruf pada usia 7 tahun ke atas, dilaksanakan melalui Program
Pendidikan Non Formal. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menuntaskan
Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan indikator kinerja sararan, Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) memperlihatkan angka
capaian kinerja sasaran yang bervariasi, akan tetapi pada prinsipnya
menunjukan prediket yang baik dan memuaskan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kecerdasan Anak
Usia Dini memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran dengan predikat

memuaskan. Keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK PAUD) ini
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ditandai dengan banyaknya orang tua yang memasukan anaknya ke SPS
(Satuan Paud Sejenis) dengan jumlah 6.591 dibagi jumlah penduduk usia O s/d
6 tahun sebesar 7.306 orang. Pemberian Bantuan Operasinal PAUD
berdasarkan jumlah anak (Rp. 600.000,-/anak). Semakin banyak jumlah anak
semakin besar BOP yang diterima lembaga PAUD. Lembaga PAUD melakukan
promosi melalui radio, brosur, spanduk ataupun menyelenggarakan lomba-
lomba.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan dari tahun 2014 — 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Padang Panjang
- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun Rata-Rata
Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |Anggaran| Realissi
URUSAN PENDIDIKAN
Program Pelayanan - -
i 5.182.868.400 | 5.206.792.500 | 5291535100 | 3.084.566.430 | 2.824.850924 | 3.921.279.813 | 4.120.186.082 | 4.555.722.055 | 2.356.961.098 | 2.466.318.735 | 75,66% | 79,13% | 86,09% | 76,41% | 87.31% | 086 | 084
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan
Serana dan Prasarana |  796.240.000 | 430.039.000 | 1.251900.000 | 7.368.685.150 | 1.146.966.050 | 367.266.612 | 267.738.038 | 1091.172.000 | 6.885.932.210 | 1.009.668.950 | 46,13% | 62,26% | 87,16% | 93,45% | 88,08% | 0,64 | 031
|Aparatur
Program Peningkatan | ) 03 075000 | 892.770000 0 0 - 0 668,958,530 0 0 ~| 000% | 74.93% | 000% | 000% | 0.00% | -100 | 000
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya | 105.636.000 | 88000000 | 90000000 | 165.000.000 137600000 | 69.500000 | 59850000 | 64500000 | 132315540 87.002.000 | 65,79% | 6801% | 71,67% | 80,19% | 63.23% | 0,67 | 0,69
|Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistems |3 04 00 | 9g57500 | 4232500 | 4520000 4900000 | 3557500 | 2941750 | 4217425 | 3937500 4890750 | 90,22% | 99.47% | 99,64% | 87,11% | 99.81% | -069 | 0,66
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan _ - . -
o i D 1570519625 | 2.339.961.000 | 2317.012.500 | 2.464.628.500 |  4773.510900 | 1.356.734.418 | 2.085.306.550 | 1921.777.700 | 2.213.123.444 | 4.307.465.900 | 86,39% | 8698% | 8294% | 89.80% | 9024% | 024 | 021
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar9 | 11.273.534.125 16.682.149.000| 22.197.880456 | 23.127.995.055 | 10877.171.154 | 2.091.845.480 | 5.374.976.143 |18.362.365.128| 13.372.149.209 | 9.882.486.405 | 18,56% | 32,20% | 82,72% | 57.82% | 9086% | 0,76 | 0,18
Tahun
Program Pendidkan | 174 7)) 000 | 8:857.891.500 | 3459.816.200 0 - | 1.364.274.130 | 3.204.459.800 | 2.684.693.750 0 -1 14,86% | 36,18% | 77.60% | 000% | 000% | -100 | -100
;:f;:lr“?e“d'd‘ka“]“"“ 280927500 | 532975000 | 339549050 | 483456750 | 697954000 | 116528110 | 291708840 | 212898921 | 283.006472 |  466.278.000 | 41,48% | 54,73% | 62,70% | 58,54% | 66,81% | 038 | 0,00
Program Peningkatan
Mutu Pendidikan dan | 894452.000 | 1.663.862.500 | 932390000 | 774040000 | 3.133740200 | 519439044 | 742.583.500 | 634410670 | 671054600 | 2266741122 | 58,07% | 44,63% | 68,04% | 86,70% | 72,33% | 0,12 | 009
Tenaga didik
Progam Manaiemen | 650 035,000 | 1.888.509.000 | 1359575000 | 1116781400 | 1352070000 | 1075045388 | 1097828730 | 906282.335 | 690219914 | 94333000 | 6675% | 58,13% | 66,66% | 6180 | 6825% | -079 | -078
Pelayanan Pendidikan
Program BOS 0 0 0 7740649.745 | 8.354.157.803 0 0 4862671267 | 7.838.093.865 | 0,00% | 000% | 000% | 6282% | 93,82% | 000 | 000
URUSAN PEMUDA OLAHRAGA 000 | 000
Program Peningkatan | 508.340.000 | 987505500 | 1.167.044.000 | 1351172500 | 1592.305.050 | 443442.800 | 852.067.620 | L047.811.140 | 1135354800 | 1.299.063.296 | 87,23% | 86,28% | 89,78% | 84,03% | 81,58% | 022 | 027
Peran Serta d
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan 0 20.085.000 0 0 - 0 19134900 0 0 -| 0.00% | 95.27% | 000% | 000% | 0.00% | 000 | 000
Kecakapan Hidup
Pemuda,
Program Pengembangan
Kebijakan dan 0 2139.595.000 | 29537500 0 - 0 948.175.050 | 26.604.500 0 -| 0.00% | 4432% | 90,07% | 000% | 0.00% | 000 | 000
M Olahraga,
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan 155415000 | 1435734500 | 908.364000 | 1325250975 | 1400832500 | 141066840 | 884931975 | 749012400 | 972451259 | 1131246900 | 9077% | 6164% | 82.46% | 73.38% | 8076% | 125 | 1,00
Olahraga
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana | 765.630.000 | 1.393.755.000 | 894217.000 | 1513480000 | 320913400 | 666.675.000 | 163467000 | 872.317.000 | 1136466600 | 210242450 | 87,08% | 11,73% | 97,55% | 75,09% | 6551% | -090 | -092
Olahraga
URUSAN KEBUDAYAAN 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000 | 000
?“’g'ampe‘;gig;:“ 453600000 | 1.053.035.000 448664035 | 800.241.858 | 000% | 000% | 0,00% | 9891% | 75.99% | 000 | 000
Program Pengembangen 0 102050000 0| 46142100 | 000% | 000% | 000% | 000% | 4522% | 000 | 000
Nilai Budaya
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Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama S tahun berlalu
menunjukan kinerja pelayanan yang baik dengan anggaran fluktuatif. Dalam
kinerja pelayanan perangkat daerah terdapat beberapa data yang akan
ditampilkan yaitu : Data pendidikan yang dibahas terdiri dari tiga jenjang dan
13 satuan pendidikan, yaitu 1) SD, 2) MI, 3) SDLB, 4) Paket A, 5) SMP, 6) MTs,
7) SMPLB, 8) Paket B, 9) SMA, 10) MA, 11) SMK, 12) SMALB, dan 13) Paket C.
Dalam bahasan berikutnya hanya dirinci menurut jenjang pendidikan, yaitu
jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang Sekolah Menengah serta rangkuman
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Data dikdasmen yang disajikan diuraikan menjadi 13 variabel data pada
tahun 2018/2019. Sebanyak 7 variabel pertama adalah prasarana yang terdiri
dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS,
tempat olahraga, dan laboratorium, sedangkan 6 variabel berikutnya adalah
sumber daya manusia seperti siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan

putus sekolah.

Tabel 2.3.
Data Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

Variabel PAUD SD SMP
1 Jumlah Sekolah 58 38 14
2 |Rombongan Belajar 115 280 206
3 |Ruang Kelas 103 279 201
4 |Perpustakaan 0 35 16
S |Ruang UKS 0 31 13
6 [Tempat Olahraga 103 31 6
7 |Laboratorium 0 0 13

Sumber: Data Dapodik Kota Padang Panjang Tahun 2018
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Berdasarkan Tabel 2.3. di Kota Padang Panjang terdapat jumlah sekolah
pendidikan dasar dengan sekolah terbesar adalah jenjang SD sebesar 38
sekolah, jenjang sekolah menengah sebesar 14 sekolah. dan terkecil adalah
jenjang PAUD yaitu 58 PAUD. Seperti satuan pendidikan di kabupaten/kota
lainnya, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah satuan
pendidikan yang ada jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih

rendah.

Tabel 2.4.
Data Peserta didik, Pendidik dan Keadaan peserta didik
Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 |Siswa Baru 585 1.305 | 2.045
2 |Siswa 1.108 | 7.764 | 5.530
3 |Lulusan 576 1.243 | 1.720
4 |Guru 260 444 530
5 |Mengulang 0 120 33
6 |Putus Sekolah 0 5 27

Sumber: dapodikdasmen kota Padang Panjang Tahun 2018
(vervalstat.kemdikbud.go.id)

Pada Tabel 2.4. diketahui bahwa untuk menampung siswa baru jenjang
PAUD sebesar 585 tersedia 58 PAUD, sedangkan SD sebesar 1.305 orang,
tersedia 38 sekolah dan 279 ruang kelas serta rombongan belajar sejumlah 280.
Hal yang sama untuk menampung siswa jenjang SMP sebesar 2.045 orang,
tersedia 14 sekolah dan 201 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar

sebesar 206.

Dari Tabel 2.4. juga diketahui ruang kelas jenjang SD lebih kecil jika
dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada, sedangkan jenjang SMP
dengan kondisi lebih kecil ruang kelas dari pada rombongan belajar. Bila satu
rombongan belajar harus menggunakan satu ruang kelas maka masih terdapat

kekurangan ruang kelas. Kondisi di Kota Padang Panjang.
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Tabel 2.5.
Data Kekurangan Prasarana Pendidikan Dasar

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel TK SD SMP
1 |Ruang Kelas 1 1 S
2 |Perpustakaan 11 11 9
3 [Ruang UKS 15 15 12
4 [Tempat Olahraga 15 15 19
5 |Laboratorium 38 38 12

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Pada Tabel 2.5 untuk jenjang SD/MI kekurangan 1 ruang kelas, jenjang
SMP/MTS kekurangan S5 ruang kelas. Hal yang sama untuk perpustakaan,
ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Bila setiap
sekolah harus memiliki perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan
laboratorium maka di semua jenjang pendidikan masih terdapat kekurangan
perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium. Berdasarkan
pada Tabel 2.5. maka untuk jenjang SD Kota Padang Panjang masih
kekurangan 11 perpustakaan, jenjang SMP kekurangan 9 perpustakaan.
Demikian juga dengan ruang UKS, jenjang SD kekurangan 15 ruang UKS,
jenjang SMP kekurangan 19 ruang UKS. Hal yang sama dengan tempat
olahraga, jenjang SD masih kekurangan 15 ruang, jenjang SMP masih
kekurangan 19 ruang. Untuk laboratorium, jenjang SD masih kekurangan 38

laboratorium, jenjang SMP masih kekurangan 12 laboratorium.

20



Grafik 2.6.
Mengulang dan Putus Sekolah Dikdasmen
Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019
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B Mengulang  ® Putus Sekolah

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah yang terdapat
Grafik 2.6. ternyata di Kota Padang Panjang mengulang terbesar pada jenjang
SD sebesar 120 orang, sedangkan mengulang terkecil pada jenjang Sekolah
Menengah sebesar 19 orang sehingga jumlah mengulang di pendidikan dasar
menengah menjadi sebesar 172 orang. Putus sekolah yang terbesar terdapat
pada jenjang SMP sebesar 27 orang sedangkan putus sekolah terkecil pada
jenjang SD sebesar 5 orang sehingga jumlah putus sekolah dikdasmen menjadi
sebesar 37 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka
mengulang yang besar pada jenjang SM harus segera ditanggulangi melalui
program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada jenjang
SMP hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang
putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket
A/B/C dalam rangka peningkatan mutu di tingkat SD/SMP/SLTA.
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Grafik 2.7
Guru menurut Kelayakan Mengajar

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019
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Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di
tingkat PAUD, SD, SMP adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan
yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian. Sebagai contoh untuk guru PAUD
harus tamat S.1 PAUD, guru SD harus tamat S.1 PGSD, sedangkan SMP
tamatan S.1 sesuai dengan mata ajar guru tersebut. Jumlah guru menurut
kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 2.7 Jumlah guru di Kota Padang
Panjang layak mengajar yang terbaik terdapat di jenjang SMP sebesar 100%,
sedangkan guru di jenjang SD sebesar 90,77% dan jenjang PAUD guru layak
mengajar sebesar 19,3% Kecilnya guru layak di jenjang PAUD dikarenakan
belum terserapnya tamatan S.1 PAUD untuk mengajar di PAUD, sedangkan
tingkatan SD karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak
sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Sebaliknya, guru
yang tidak layak mengajar terbesar di jenjang PAUD sebesar 141 orang, SD
sebesar 41 orang dan yang tertinggi di jenjang SMP.
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Tabel 2.8
Guru menurut Kelayakan Mengajar

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 Layak 24 403 530
2 Tidak Layak 141 41 0

Jumlah 165 444 530
1 % Layak 19.37 | 90,77 | 100,00
2 % Tidak Layak 80,63 9,23 -

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018

Kondisi tingkat PAUD cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan
upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang
pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

Tabel 2.8.1

Jumlah Penduduk usia 0-4 tahun

No. Variabel PAUD

Jumlah Penduduk
1 usia 0-6 Th 2018 5.305

Jumlah peserta
2 didik 0-6 tahun 1.324

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penduduk wusia 0-4 tahun
dibandingkan dengan jumlah peserta didik 0-6 (usia PAUD) hanya 24.95 %, oleh
karena itu Dinas pendidikan agar memaksimalkan program PAUD di Kota

Padang Panjang.
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Tabel 2.9
Ruang Kelas menurut Kondisi

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 |Baik 32 83 123
2 |Rusak Ringan 16 94 65
3 |Rusak Sedang 8 47 3
4 Rusak Berat 2 55 10
S5 |Rusak Total 0 0 0

Jumlah 58 279 201
1 |% Baik 56,17 | 29,75 | 61,19
2 |% Rusak Ringan 27,58 | 33,69 | 32,34
3 |% Rusak Sedang 13,78 16,85 1,49
4 % Rusak Berat 3.47 19,71 4,98
S % Rusak Total 0 0 0

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam lima
kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total.
Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 2.9 Berdasarkan
ruang kelas di Kota Padang Panjang, ternyata sebagian/ jenjang pendidikan
memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas baik terbesar di
jenjang SMP, 123 ruang, sedangkan ruang kelas yang baik terkecil di jenjang
PAUD sebesar 32 ruang. Untuk jumlah ruang kelas rusak ringan yang terbesar
di jenjang SD sebesar 94 ruang, sedangkan ruang kelas rusak ringan yang
terkecil di jenjang PAUD sebesar 16 ruang. Jumlah ruang kelas rusak sedang
yang terbesar di jenjang SD sebesar 47 ruang, sedangkan ruang kelas rusak

sedang yang terkecil di jenjang SMP sebesar 3 ruang. Jumlah ruang kelas rusak
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berat yang terbesar di jenjang SD sebesar 55 ruang, sedangkan ruang kelas
rusak berat yang terkecil di jenjang PAUD sebesar 2 ruang. Sebaliknya, ruang

kelas rusak total tidak ada pada semua jenjang atau sebesar O ruang.

Jadi, untuk pendidikan dasar terdapat ruang kelas seluruhnya sebesar
538 ruang dengan rincian ruang kelas baik sebesar 238 ruang, rusak ringan
sebesar 175 ruang, rusak sedang sebesar 58 ruang, rusak berat sebesar 68
ruang, dan rusak total sebesar O ruang. Dengan kondisi seperti ini berarti,
sebagian sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas
dengan jumlah yang bervariasi. Dengan demikian, dapat dikatakan makin tinggi
jenjang pendidikan ternyata makin baik prasarana yang dimiliki. Hal ini dapat
dimaklumi karena letak sekolah jenjang SD banyak yang berada di daerah

rawan gempa dan akibat gempa Bumi.

Tabel 2.10
Perpustakaan menurut Kondisi Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 Layak 2 23 12
2 |[Tidak Layak 56 15 2
Jumlah 58 38 14
1 % layak 3,45 65,71 | 87,50
2 |% Tidak Layak 96.55 | 34,29 | 12,50

Sumber: Data Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Sarana sekolah yang juga penting adalah perpustakaan terbagi dalam
kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.10. Berdasarkan perpustakaan di
Kota Padang Panjang, ternyata sebagian jenjang pendidikan memiliki
perpustakaan yang tidak layak. Jumlah perpustakaan yang layak terkecil di
jenjang PAUD sebesar 3,45 % atau 2 perpustakaan, sedangkan perpustakaan
yang layak terbesar di jenjang SD sebesar 65,71 % atau 23 perpustakaan. Hal
yang sama untuk jumlah perpustakaan yang tidak layak di jenjang PAUD
sebesar 96,55 % atau 56 Perpustakaan.
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Tempat Olahraga Menurut Kelayakan

Tabel 2.11

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 Baik 54 36 14
2 |Rusak 4 2 0
Jumlah 58 38 14
1 % Baik 93,10 | 93,55 | 100,00
2 % Rusak 6,90 6,45 -

Sumber: Data olah Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 adalah tempat olahraga.

Menurut kepemilikan tempat olahraga terbagi dalam milik dan bukan milik

yang terdapat pada Tabel 2.11. Berdasarkan tempat olahraga di Kota Padang

Panjang ternyata sebagian jenjang pendidikan memiliki tempat olahraga yang

baik dan layak. Jumlah tempat olahraga baik dan layak terbesar di jenjang

PAUD sebesar 54 tempat, sedangkan tempat olahraga rusak terkecil di jenjang

SD sebesar 2 tempat.

Sumber: Data olah Profil Pendidikan kota Padang Panjang Tahun 2018.

Tabel 2.12

Laboratorium Menurut Kondisi

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel SMP
1 Baik 12
2 |Rusak 2
Jumlah 14
1 |% Baik 84,62
2 % Rusak 15,38
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Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 adalah laboratorium juga
terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.12. Berdasarkan.
Jumlah laboratorium baik di jenjang SMP sebesar 12 laboratorium, sedangkan

untuk jumlah laboratorium rusak di jenjang SMP sebesar 2 laboratorium.

Tabel 2.13.
Jumlah Pengawas dan kebutuhan Pengawas

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

No. Variabel PAUD SD SMP
1 |Jumlah Pengawas 1 3 6
2 |Jumlah sekolah 58 38 14
3 Kekurangan 2 6 9

Sumber: Data olah Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Pengawas di tingkat jenjang pendidikan sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan mutu proses dan mutu pendidik pada jenjang pendidikan, oleh
karena itu masih terdapat kekurangan pengawas di jenjang pendidikan untuk

Kota Padang Panjang.

Tabel 2.14.
Pencapaian Kinerja Dikdasmen

Kota Padang Panjang Tahun 2018/2019

Misi SD SMP SM Dikdasmen Jenis
Akses 92,40 82,94 80,03 83,61 PRATAMA
a. Merata 82,10 64,93 85,13 72,83 KURANG
b. Meluas 100,00 100,00 100,00 100,00 PARIPURNA
c. Berkeadilan 95,11 83,89 54,97 77,99 KURANG
Mutu 80,26 82,47 83,82 80,61 PRATAMA
a. Siswa 98,78 99,45 99,84 98,97 PARIPURNA
b. Guru 77,27 69,04 79,06 75,12 KURANG

c. Prasarana 64,72 78,91 72,57 67,75 KURANG
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Kinerja 86,33 82,70 81,93 82,11 PRATAMA

Jenis

MADYA PRATAMA PRATAMA PRATAMA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

e Tantangan.

1. Paradigma pendidikan yang harus disikapi setiap saat;

Kebijakan pemerintah pusat yang berubah termasuk di bidang
pendidikan;
Tingkat selektifitas masyarakat yang masih rendah terhadap dampak
globalisasi;
Kemajuan IPTEK yang begitu pesat termasuk revolusi 4.0 yaitu literasi
teknologi dengan cara memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi

di bidang pendidikan:

e Peluang.

1. Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap pendidikan,;

2. Tingginya keinginan belajar masyarakat;

3. Sudah adanya lembaga perguruan/yayasan pendidikan yang dikenal

luas;
Sudah tertanamnya citra Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan

Bernuansa Islami;

. Budaya alam Minangkabau yang sudah mengakar di tengah masyarakat

Padang Panjang;
Posisi geografis yang sangat strategis dengan udara yang sejuk dan
lingkungan yang kondusif sehingga sangat cocok serta nyaman untuk
suasana belajar;
Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh

Pemerintah Pusat dan Provinsi;

8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga;

9. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan

dan pengembangan kebudayaan Daerah;

10.Adanya Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh suatu daerah tidak
terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang ada di daerah serta hasil
evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat
daerah periode sebelumnya. Identifikasi terhadap permasalahan pendidikan
dan kebudayaan dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang relevan
sebagai acuan untuk menentukan program prioritas pembangunan daerah yang
tepat, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pendidikan dan kebudayaan pada
dasarnya disebabkan oleh terjadinya perbedaan atau kesenjangan (gap)
pencapaian antara kinerja pendidikan dan kebudayaan yang dicapai dengan
yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang
dengan kondisi yang ada saat ini.

Program prioritas pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan
permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan
rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan
cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat
dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya
kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak
negative pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai Kota
Pendidikan dan angka Wajar Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan
tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya
kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum
maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan
masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat
kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan
siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian

Agama.
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Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya

untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan

swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif. Di

samping itu program pembangunan urusan pendidikan selama periode Renstra

sebelumnya ternyata belum sepenuhnya dapat membentengi moral siswa, serta

belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik.

Upaya pembangunan pendidikan melalui wajar 12 tahun sudah dimulai lima

tahun yang lalu dan upaya ini harus terus ditingkatkan untuk masa yang akan

datang. Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan

pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Masih ada anak usia 0-6 tahun yang tidak masuk sekolah pendidikan anak
usia dini (Data terdapat pada BAB II table 2.8.1);

Belum terkualifikasinya pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai
standar pendidik (Data terdapat pada BAB II table 2.7 dan 2.8);

Sarana dan prasarana untuk setiap jenjang pendidikan masih terbatas (Data
terdapat pada BAB II table 2.5 dan 2.9);

Masih kurangnya tenaga fungsional pengawas PAUD, SD dan SMP (Data
terdapat pada BAB II table 2.13);

Belum adanya lembaga PAUD percontohan di Kota Padang Panjang;

Belum adanya pusat pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan, Kurikulum dan sistim evaluasi (seperti lembaga pembinaan
guru);

Belum maksimalnya hasil-hasil dari program peningkatkan kualitas PAUD
dan Pendidikan Dasar (hasil pencapaian renstra periode sebelumnya); dan
Belum tersedianya tempat olahraga yang layak ditingkat jenjang pendidikan

di Kota Padang Panjang (table. 2.11);
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3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah
Terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired
future) dalam masa jabatan selama S (lima) tahun sesuai misi yang
diemban. Visi Pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang
adalah sebagai berikut “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG
BERMARWAH DAN BERMARTABAT”.

Untuk mencapai Visi di lakukan melalui beberapa misi

pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota
Padang Panjang dengan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.
Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM
masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya. Pembangunan diprioritaskan
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat
pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Tujuan adalah Meningkatnya Pemerataan kualitas Daya Saing
Pendidikan. Strategi adalah:

1. Peningkatan dan Pemerataan Karakter Pendidikan; dan
2. Standarisasi Infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan

setara.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang panjang, memiliki
urusan yang berkaitan dengan kementerian yaitu Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun
2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam
rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan
dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia
cerdas dan kompetitif (insal kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang
dimaksud dengan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas
komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial,

cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai visi 2025
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tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional.

Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan

layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah terselenggaranya layanan

prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas

komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah

layanan pendidikan yang :

1.
2.
3.

Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;

Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan
bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;

Setara bagi warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan
berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang
social-budaya, ekonoi, geografi, gender dan sebagainya; dan

Menjamin kepastian bagi warga Negara Indonesia mengenyam
pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat,

dunia usaha dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2019, ditetapkan 5 (lima) misi kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai

berikut :
Tabel 3.3.1
Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019
KODE MISI
M1 Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
M2 Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
M3 Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
M4 Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
M5 | Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas
birokrasi dan pelibatan public
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Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-
2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan system tata
kelola yang diperlukan wuntuk menghasilkan layanan prima pendidikan
sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-
2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

KODE TUJUAN STRATEGIS

T1 | Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur
Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2 Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

T3 Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus

T4 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada
Pembentukan Karakter

15 Peningkatan lati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan
serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

T6 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan

Melibatkan Publik

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan
pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap
ujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.
Tabel 3.3.3

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai
Tujuan Strategis T1

Kode Sasaran Strategis Indikator Klnerlll?(sS:)saran Strategis

551 | Meningkatnya perilaku positif Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD
siswa minimal baik

Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB
sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK
sebesar 78

Rata-rata nilai sikap siswa
SD/SMP/SM minimal baik

552 | Meningkatnya partisipasi orang Orang dewasa berpartisipasi aktif
tua dan pemangku kepentingan dalam pendidikan keluarga sebanyak
yvang terlibat dalam pendidikan 4.343.500 orang

553 | Meningkatnya kualitas sikap guru Persentase guru, pendidik lainnya,
dan tenaga pendidikan dalam dan tenaga kependidikan yang

kepribadian, spiritual, dan sosial berkinerja baik sebanyak 100% )




Tabel 3.3.4
2. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk

Mencapai Tujuan Strategis T2

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)

S54 | Meningkatnya peran pelaku Pelaku budaya berperan aktif dalam
budaya dalam melindungi, melestarikan kebudayaan minimal
mengembangkan dan sebanyak 1.720.000 orang
memanfaatkan kebudayaan

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

Tabel 3.3.5
Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mencapai

Tujuan Strategis T3

Kade Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS)
sss | Meningkatnya akses pendidikan APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-
anak usia dini dan pendidikan kurangnya 78,70%
masyarakat di seluruh provinsi, Sejumlah minimal 54,60% kabupaten
kabupaten, dan kota dan kota memiliki lembaga PAUD

terpadu pembina holistik integratif

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan
yang terakreditasi sebanyak 7.871
lembaga

Angka melek aksara penduduk usia
dewasa di atas 15 tahun sekurang-
kurangnya 96,10%

Sejumlah minimal 15,60% kabupaten
dan kota memiliki minimal 1 lembaga
masyarakat rujukan (PKBM, kursus
dan pelatihan, atau UPTD)
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4.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.
Tabel 3.3.6
Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk

Mencapai Tujuan Strategis T4
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